
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.472, 2013 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Fungsional 
Umum. Jabatan. Uraian Tugas. Badan 
Kepegawaian Negara 

 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 26 TAHUN 2010 

TENTANG 
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN  

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara telah 
dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan 
Kepegawaian Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2010 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di 
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194); 

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2012; 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 10); 

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
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delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 

7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai 
Republik Indonesia; 

8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan 
Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan 
Pertimbangan Kepegawaian; 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 150); 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai 
Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara;  

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan 
Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 447); 

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan 
Fungsional Umum di Lingkungan Badan 
Kepegawaian Negara; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 
2010 TENTANG JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA. 
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Pasal I 
Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di 
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, sehingga seluruhnya berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

Pasal II 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2013 
KEPALA 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 
 
EKO SUTRISNO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Maret 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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